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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah
untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat
Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah
jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara
khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain
berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra

Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra (Kementerian/Lembaga

terkait), serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
#
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2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2
berikut.
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1.2 Landasan Hukum
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-

2026 disusun dengan berdasarkan pada:



1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

Jawa Tengah;
#
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10.

13

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);




16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1447).

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
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22.

23.

24.

25.

Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 121);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 110);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 145);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana
telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019
Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 286);



26.

27.

28.

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017
Nomor 32);

Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 78);

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 — 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 14).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-

2026 disusun dengan maksud :

a.

Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 - 2026, terutama dalam rangka
mewujudkan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara agar menjadi

institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.

Mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara
dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.

Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada
pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026
dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta
sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir

tahun anggaran.



v/

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat DPRD

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke
dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun
2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana
Pembangunan Daerah 2023 - 2026.

b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan
Perangkat Daerah

c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan
yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang
kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun
2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai
berikut :

BABI PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud

dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BABII GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
BANJARNEGARA

Bab Il memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber
Daya, dan Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten

Banjarnegara
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BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten
Banjarnegara, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah
dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu

Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan
sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten

Banjarnegara
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara
dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Banjarnegara yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD
Kabupaten Banjarnegara dalam empat tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPD. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Banjarnegara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP
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BAB I1
GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Kabupaten Banjarnegara

2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten
Banjarnegara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Banjarnegara.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya
secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD
dan secara Administratif bertanggungjawab langsung kepada
Sekretaris Daerah  Kabupaten Banjarnegara dan  Bupati
Banjarnegara beserta Wakil Bupati Banjarnegara. Berdasarkan
peraturan Perundang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengatur dan mengurus
o B B D T e R S o o R I T B S S BT
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kepentingan masyarakat dimaksud, membawa konsekuensi kepada

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kinerjanya secara optimal.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam
menyelenggarakan administrasi  kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD
dan menyediakan serta mengkoordinasikan dengan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah.

Gambaran singkat struktur organisasi Sekretaris DPRD
dalam menjalankan tugasnya :

1. Sekretaris DPRD ;
2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri dari
a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari ;
a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan; dan
b. Sub Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat;
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari ;
a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Aspirasi; dan
b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
Adapun Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten
Banjarnegara dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Gambar 2.1
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2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas

menyelenggarakan

pelayanan

dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

administrasi

dan pemberian




Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPRD

menyelenggarakan fungsi yaitu :

a.

perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi
dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang program
dan keuangan, tata usaha, hukum, kerjasama, kearsipan,
keorganisasian, ketatalaksanaan, pelayanan administrasi dan
kepegawaian, serta rumah tangga di lingkungan DPRD
Sekretariat DPRD;

. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian

intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan infonnasi dan
dokumentasi; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pirnpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 21

Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, Uraian Tugas

Jabatan Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai
berikut :

a.

merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan
Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan
Lembaga terkait baik vertikal maupun horizontal guna terwujud
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

merumuskan kebijakan teknis di bidanga penyelenggaraan
administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan
fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan
pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD sebagai

dasar pelaksanaan kegiatan;



2.2

d. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur
(SOP) dalam penyelenggaraan tenaga ahli yang diperlukan DPRD
agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

e. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan di bidang penyelenggaraan administrasi
kesekretariatan dan administrasi perencanaan dan keuangan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kinerja
Sekretariat DPRD mencapai target yang telah ditetapkan;

f. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan
pengendalian kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan
fungsi DPRD bidang legislasi;

g. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengawassan dan
pengendalian kegiatan dukungan penyelenggaraan tugas dan
fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sekretariat DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;

i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;

j. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi
hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja;

k. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan sebagai
bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara memiliki Sumber Daya
Manusia baik PNS maupun Non PNS. Keberadaan PNS dan non-PNS
di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Kabupaten Banjarnegara masih kurang memadai untuk mendukung
pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Banjarnegara. Selain itu juga dalam menghadapi
era globalisasi ini dilakukan peningkatan kualitas sumber daya
manusia baik melalui diklat penjenjangan maupun non formal.

Kondisi Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD Kab.
Banjarnegara adalah sebagai berikut :

2.2.1.1 SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.1

SDM Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO JENIS KELAMIN PNS | NON PNS | Total %
1 | Laki-laki 29 10 39 76
2 | Perempuan 8 4 12 24

JUMLAH TOTAL | 37 14 51 100

2.2.1.2 SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2
SDM Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
%O TINGKAT PNS NON PNS —_—
PENDIDIKAN L P L P
1 | STRATA 2 2 2 - - 4 8
2 | STRATA 1/D4 5 3 1 1 10 20
SARJANA MUDA - 1 - 1 2 4
’ / D3
4 | SLTA 21 2 8 3 34 67
SLTP 1 - % - 1 1
SD - - - - - -
JUMLAH TOTAL | 29 J 8 9 5 | 51 100

2.2.1.3 SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan
Tabel 2.3
SDM Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan
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NO | PANGKAT/GOLONGAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL
1 | PEMBINA TK 1/ IVb 2 1 3 8
2 | PEMBINA / IVa 1 1 2 5
3 | PENATA TK. I / Iid 2 3 5 13
4 | PENATA / llic 1 - 1
. | PENATA MUDATK. 1/ 1 1 2 5

1Ib
6 | PENATA MUDA / Illa 1 1 2 5
PENGATUR TK. I / Ild 11 E 11 29
8 | PENGATUR / llc 8 1 11 29
o | PENGATUR MUDATK. 1 - 1 2
/1Ib

10 | PENGATUR MUDA / lla - : E .
11 |JURUTK.1/1d 1 - 1 2
12 |JURU / Ic : - - .
13 | JURU MUDA TK. 1/ Ib - - - _
14 | JURU MUDA / la . - - :

JUMLAH TOTAL 29 8 37 100

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara memiliki

sarana dan prasarana berikut kondisi sarana dan prasarana tersebut

serta telah dilakukan analisa ketercukupan dibandingkan dengan

beban kerja, sebagai berikut :

JUMLAH

Tabel 2.4
Kondisi sarana dan prasarana (Asset)
NO | JENIS SARANA DAN KONDISI
PRASARANA Baik | Rusak

KONDISI YANG
DIHARAPKAN
DIAKHIR
RENSTRA

1 Tanah Untuk Bangunan v
Tempat Kerja

- 1 Unit (6.260 M2)

1 Unit (6.260 M2)

2 Alat angkutan darat v -
bermotor
- Sedan v - 1 Unit 1 Unit
- Station Wagon 7 Unit 10 Unit
- Micro Bus 4 Unit 7 Unit
- Sepeda Motor 11 Unit 11 Unit
ALAT ANGKUTAN v -




DARAT TAK
BERMOTOR

Grobag sampah v 3 Unit 3 unit
ALAT BENGKEL TAK v
BERMESIN
Perkakas Standard v 1 Set 1 Set
(Standard Tools)
ALAT KANTOR v
- Mesin Ketik Ketik v 11 Unit 11 Unit
Manual Portable
- Mesin Hitung/Mesin v 1 Unit 1 Unit
Jumlah
-Alat Reproduksi v 2 Unit 2 Unit
(Penggandaan/ Mesin
Fotocopy Folio)
- Alat Penyimpan v 98 Unit 105 Unit
Perlengkapan Kantor
- Alat Kantor Lainnya v 332 Unit 400 Unit
ALAT RUMAH TANGGA v
- Meubelair v 821 Unit 900 Unit
- Alat Pengukur v 35 Unit 35 Unit
Waktu
- Alat Pembersih v 16 Unit 20 Unit
-Alat Pendingin v 105 Unit 110 Unit
-Alat Dapur v 120 Unit 130 Unit
- Alat Rumah v 306 Unit 320 Unit
Tangga Lainnya
(Home Use)
- Alat Pemadam v 12 Unit 12 Unit
Kebakaran
MEJA DAN KURSI v
KERJA RAPAT PEJABAT
Meja Kerja v 52 Unit 52 Unit
Pejabat
Meja Rapat v 24 Unit 24 Unit
Pejabat
Kursi Kerja v 177 Unit 177 Unit
Pejabat
Kursi Rapat v 70 Unit 70 Unit
Pejabat
Lemari Dan Arsip v 22 Unt 25 Unt
Pejabat
ALAT STUDIO v
Peralatan Studio v 46 Unit 75 Unit
Audio
Peralatan Studio v 32 Unit 50 Unit
Video Dan Film
ALAT KOUNIKASI v
Alat Komunikasi v 20 Unit 20 Unit
Telephone
Alat Komunikasi v 4 Unit 8 Unit
Radio Ssb
Alat Komunkasi v 14 Unit 14 Unit
Sosial
PERSENJATAAN/ v
SINAR
Laser v 1 Unit 1 Unit
KOMPUTER v
Personal v 78 Unit 85 Unit
Komputer




PERALATAN v -
KOMPUTER
Peralatan v - 46 Unit 55 Unit
Personal
Komputer
Peralatan v - 1 Unit 1 Unit
Jaringan
BANGUNAN v - 5 Unit 5 Unit
GEDUNG
KANTOR
BANGUNAN v 1 Unit 1 Unit
GEDUNG
TEMPAT IBADAH
BANGUNAN v 1 Unit 1 Unit
GEDUNG
PERTOKOAN
LAIN-LAIN (DST)
BANGUNAN v 1 Unit 1 Unit
GEDUNG UNTUK
POS JAGA
BANGUNAN v 4 Unt 4 Unt
GEDUNG
GARASI/POOL
BANGUNAN v 3 unit 3 unit
GEDUNG
TEMPAT KERJA
LAINNYA
MESS/WISMA/B v 1 Unit 1 Unit
UNGALOW /TEMP
AT
PERISTIRAHATA
N

Tugu v 4 Unit 4 Unit
BANGUNAN v
PELENGKAP
PENGEMBANGA
N SUMBER AIR
Bangunan Box v 1 Unit 1 Unit
Tersier
(Bangunan
Pelengkap
Pengembangan
Sumber Air)
Instalasi Gardu v 1 Unit 1 Unit
Listrik Distribusi
Jaringan v 1 Unit 1 Unit
Transmisi
BUKU DAN v 468 eksemplar 468
PERPUSTAKAAN eksemplar
BARANG v 1 unit 1 unit
BERCORAK SENI
BUDAYA

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Gambaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada

Periode sebelumnya (2017-2022) sebagaimana dapat dilihat pada
Tabel 2.5 di bawah ini
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Tabel 2.6

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

No

Program

Anggaran pada Tahun (dalam jutaan rupiah)

juta

an rupiah

Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam

Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun (dalam jutaan rupiah)

Rata-rata
Pertumbuhan

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

Realisasi
ran

Berdasarkan
Permendagri
Nomor 13
Tahun 2016

Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

3.377

1,931

1.349

N/A

N/A

3.068

1.706

1092

N/A

N/A

91%

88

81

N/A

N/A

-30% | -32%

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

1.072

1.293

379

N/A

N/A

810 1232

371

N/A

N/A

76%

95

98

N/A

N/A

-32% | -27%

Peningkatan
disiplin
Aparatur

250

507

360

N/A

N/A

212 441

313

N/A

N/A

85%

87

87

N/A

N/A

22% 24%

Program
peningkatan
pengembangan
sistem
pelaporan
capaian
kinerja
keuangan

dan

25

25

13

N/A

N/A

22 22

12

N/A

N/A

91%

89

94

N/A

N/A

-24% -23%

Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat
Daerah.

11.835

16.520

12.536

N/A

N/A

10.395

13.350

10.882

N/A

N/A

88%

81

87

N/A

N/A

3% 2%

Optimalisasi
Pemanfaatan
Tekhnologi
Informasi

350

381

274

N/A

N/A

259 342

210

N/A

N/A

T4%

90

77

N/A

N/A

-11%

Total

16.909

20.657

14.911

14.766

17.093

12.880

87%

83

86




No Program Anggaran pada Tahun (dalam jutaan rupiah) Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam |[Rasio antara Realisasi dan Anggaran Rata-rata
jutaan rupiah Tahun (dalam jutaan rupiah) Pertumbuhan

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 |2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 bhnnpunu Realisasi

Berdasarkan
Permendagri
Nomor 90
Tahun 2019

1 Program N/A N/A N/A 29.177 31.405 N/A N/A N/A 28223 | NJ/A| N/A | NJA | N/A | 96,7 N/A 7,64 N/A
Penunjang %
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

2 Program N/A N/A N/A 8.876 | 12.878 N/A N/A N/A 7.134 | N/A N/A | NJA| N/A | 804 N/A | 45,09 N/A
Dukungan %
Pelaksanaan
Tugas dan
Fungsi DPRD

Total 38.054 | 44.342 35.367 16,37
%

Dari data-data capaian sebagaimana yang terdapat dalam tabel dan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
kecenderungan minus pada pertumbuhan anggaran maupun realisasi pada tahun 2018 s.d. 2020, sedangkan

pada tahun 2021 terjadi kenaikan pertumbuhan anggaran sebesar 16,37 %.




Pada tabel 2.5 digambarkan pencapaian kinerja pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022. Pada
tahun 2017 sampai dengan 2019, indikator kinerja yang ditargetkan
adalah indikator kinerja Nomor 1 sd 3, sedangkan pada tahun 2020
dan 2021 terjadi perubahan Indikator Kinerja setelah adanya desk
dengan tim SAKIP Kabupaten Banjarnegara dan tim KEMENPAN RB
RI sehingga Indikator Kinerja yang ditargetkan berubah menjadi
Indikator Kinerja Nomor 3, 4 dan 5.

Capaian kinerja pada tahun 2018 sangat rendah pada indikator
prosentasi perda yang ditetapkan sesuai propemperda, yaitu tercapai
hanya pada prosentase 52,63 %. Hal ini terjadi karena beberapa perda
dijadwalkan pembahasannya pada akhir tahun. Berdasarkan data
usulan propemperda tahun 2018 ada sebanyak 19 (sembilan belas)
raperda, yang terdiri dari 4 (empat) raperda inisiatif DPRD dan 15
(lima belas) raperda usulan eksekutif. Semua raperda telah dibahas
pada tahun 2018, tetapi hanya 10 (sepuluh) perda yang dapat
ditetapkan menjadi perda di tahun 2018. Rendahnya capaian
prosentase perda yang ditetapkan sesuai propemperda disebabkan
oleh jadwal pembahasan perda mendekati akhir tahun, sehingga
perda-perda yang telah dibahas belum semua dapat keluar nomor
penetapannya sebagai perda di tahun 2018 baik karena masih dalam
proses evaluasi di pemerintah provinsi maupun masih dalam
pengurusan register nomor perda.vDi samping itu Program kerja yang
ditetapkan pada tahun 2018 menetapkan 7 (tujuh) perda inisiatif yang
diusulkan oleh DPRD, tetapi anggaran penyusunan perda yang
tersedia hanya untuk 3 (tiga) raperda inisiatif DPRD sehingga secara
tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan penyusunan
perda inisiatif DPRD.

Pada Tahun 2019, capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Banjarnegara sudah cukup baik, karena semua indikator

tercapai dengan prosentase capaian sebesar 108,15 %.



Setelah tahun 2019, indikator kinerja yang ditargetkan menjadi
3 (tiga) indikator yang capaiannya pada tahun 2020 rata-rata sebesar
101,87 % dan pada tahun 2021 rata-rata sebesar 100,64 %. Capaian
indikator untuk Nilai Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan
Anggota DPRD sudah di atas 100 %, Indikator Nilai AKIP Setwan
masih di bawah 100 % karena secara capaian skor masih belum
sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, tetapi apabila
dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya, Nilai AKIP
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa
terjadi peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. masih perlu
peningkatan pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi internal. Pencapaian
sasaran kinerja organisasi sudah cukup tinggi, padahal komponen
lain masih perlu perbaikan. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD perlu
mengoptimalkan keandalan dokumen perencanaan yang benar-benar
menjadi sumber dari perencanaan dan digunakan untuk pedoman
dalam pelaksanaan kegiatan/anggaran di Sekretariat DPRD
Kabupaten Banjarnegara. Pengukuran kinerja dan evaluasi internal
perlu dilakukan secara komprehensif, sehingga dapat mendukung

pencapaian kinerja Sekretariat DPRD secara signifikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat

DPRD Kabupaten Banjarnegara
Faktor-faktor penentu Kkeberhasilan merupakan faktor yang

sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi.
Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu
menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal
dengan pendekatan SWOT analisis yang bisa diartikan perlu adanya
metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi
kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang

(opportunities), dan ancaman (threats), selanjutnya dengan
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menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala
prioritas.

Gambaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara mengenai
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam
meningkatkan layanan pendukung pelaksanaaan tugas dan fungsi
DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat digambarkan melalui
peningkatan dalam memfasilitasi program dan kegiatan yang menjadi
program kerja DPRD Kabupaten Banjarnegara, serta dipengaruhi
faktor- faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses
demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi
pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika
komplek dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada
umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin
meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2)
meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik (good governance) antara lain
transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan
publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diprediksikan
kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara selama
beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal

sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan
Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi

pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten

Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

a. Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai bagian integral dari manajemen

penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan
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penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif
dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku
Legislatif sebagai penentu kebijakan;

b. Cepatnya perubahan peraturan perundang-undangan;

c. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan
profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka
optimalisasi  fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan
tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan;

d. Lambatnya pengisian pegawai sejalan  semakin
berkurangnya pegawai karena pensiun/ purna tugas;

e. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
peningkatan kinerja DPRD;

f. Semakin kritisnya pola pikir masyarakat;

2.4.2 Peluang
Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi
pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten

Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

a. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan
peraturan perundang-undangan;

b. Adanya penghargaan (reward) dan sanksi yang tegas
(punishment) bagi PNS;

c. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur;

d. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan DPRD.

2.5 Telaahan Tantangan dan Peluang Sekretariat Jendral DPR RI
dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra

Kabupaten/Kota dan telaah RTRW maupun KLHS maka dapat
diketahui bahwa Sekretariat Jendra DPR RI dan Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan pengembangan

pelayanan antara lain:



Tabel 2.7 Peluang dan Tantangan Sekretariat Jendral DPR RI dan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

No Stakeholders Peluang Tantangan
1. | Sekretariat Renstra Sekretariat Jendral DPR RI tidak
Jendral DPR Rl | menyajikan Peluang dan Tantangan
Sekretariat Jendral DPR RI
2. | Sekretariat 1. Meningkatkan 1.Memberikan
DPRD  Provinsi sinergisitas pelayanan yang
Jawa Tengah penyusunan profesional  kepada
peraturan Pimpinan dan
Perundangan Anggota DPRD
2. Pusat dan | Provinsi Jawa
Peraturan Daerah | Tengah;
dalam 2.Perlunya
pelaksanaan meningkatkan
otonomi daerah; pengetahuan di
3. Meningkatkan bidang Teknologi
sinergisitas Informasi untuk
penyusunan membantu
peraturan kelancaran Kkinerja,
Perundangan diharapkan  output
4. Pusat dan | pekerjaan yang
Peraturan Daerah | dihasilkan dapat
dalam lebih maksimal,
pelaksanaan
otonomi daerah; 3.Cepatnya
5. Dukungan perubahan
kebijakan dan | instrumen
tingginya penyelenggaraan
komitmen pemerintahan daerah
organisasi dalam | dengan sering
pembinaan dan | berubah-ubahnya
peningkatan peraturan-peraturan
kompetensi SDM | dari Pemerintah
Aparatur Pusat;
Sekretariat Dewan | 4.Makin tingginya
Perwakilan Rakyat | tuntutan terhadap
Daerabh,; peningkatan
6. Tuntutan profesionalisme
masyarakat untuk | aparatur Sekretariat

ST e ST L RS RS I AT, DN R T o e SN A A PO, I e e

RENSTRA SETWAN BANJARNECARA 20242026 _‘h



ikut partisipasi
dalam
pengambilan
keputusan,
perumusan
kebijakan  publik
dalam
menciptakan
penyelenggaraan
pemerintahan
yang bersih dan
bebas KKN
menjadi  motivasi
tersendiri bagi
institusi
Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai
lembaga fasilitasi
penyelenggaraan
kegiatan
Kedewanan dan
pelayanan publik
ke depan;

. Mensinergikan

regulasi/peraturan
pengelolaan
keuangan daerah
dalam
implementasi dan
optimalisasi tertib;

. Terbukanya

peluang
pengembangan
Teknologi
Informasi dan
Pengembangan
Penelitian serta
kajian kebijakan;

. Mengoptimalkan

pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan;

10. Mengoptimalkan

penyelenggaraan

DPRD dalam rangka
optimalisasi fasilitasi
dan dukungan
penyelenggaraan
tugas—-tugas
Kedewanan secara
berkesinambungan;
5.Lambannya
pengisian pegawal
sejalan semakin
berkurangnya
pegawai karena
pensiun/purna

tugas;
6.Kemungkinan
Adanya penambahan
anggota DPRD
Provinsi Jawa Tengah
pada pemilu 2019
dan sebagai tahun
politik yang akan

meningkatkan
tuntutan kepada
pelayanan terhadap
kinerja DPRD
Provinsi Jawa
Tengah.




1.

pemerintahan
umum dan
pelayanan publik
melalui
peningkatan
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
publik;
Terbentuknya
jejaring kerja
dengan
stakeholder,
perguruan tinggi,
Institusi
Pemerintah,
Media masa dan
elektronik.




3.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Banjarnegara mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam
menyelenggarakan  administrasi  kesekretariatan, administrasi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD
dan menyediakan serta mengkoordinasikan dengan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
sehingga sangat kental dengan nuansa politisnya yang menjadi salah
satu kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Sekretariat DPRD sebagai
perangkat daerah yang mendukung DPRD dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsinya menjadi instrumen kelembagaan yang sangat
penting bagi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara
efektif dan efisien seiring dengan perkembangan teknologi dan
informasi yang semakin cepat.

Meskipun tugas dan wewenang Sekretariat DPRD adalah
memberikan fasilitasi kepada tugas-tugas pimpinan dan anggota
DPRD, tapi kami berusaha dengan kewenangan eksekutif yang sudah
terbaku dalam program dan kegiatan, tetap berusaha akan
memberikan warna baru bagi terbangunnya paradigma baru anggota
DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk upayanya mengatasi masalah-
masalah Banjarnegara. Dalam hal ini dituangkan dalam bentuk
kegiatan-kegiatan yang melibatkan unsur-unsur akademik/kepakaran
yang bisa memberikan arah-arah jangka panjang kebijakan DPRD
dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Banjarnegara
diantaranya adalah meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan
kepada anggota DPRD terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
DPRD yang dilaksanakan.



Dari hasil diskusi dan data yang terdapat pada Bagian di
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, terdapat beberapa
permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan yang ada.

Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

2. Kompetensi dan Perilaku Sumber Daya Manusia di Sekretariat
DPRD Kabupaten Banjarnegara belum optimal,

3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme
dan prosedur kerja;

4. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang
tersedia;

5. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodir
secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan
tugas dan fungsi DPRD;

6. Belum tercukupinya tenaga ahli/kelompok pakar ahli yang memiliki
integritas, kompetensi dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan
tugas dan fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD untuk
melakukan pendampingan dalam pengambilan kebijakan strategis
DPRD.

7. Adanya perbedaan pemahaman ataupun tuntutan yang tinggi
terhadap kualitas pelayanan dalam persepsi pimpinan dan anggota
DPRD.

8. Adanya power politik dalam memfasilitasi DPRD yang menyebabkan
tekanan yang tinggi dalam penyusunan rencana kegiatan dan
program Sekretariat DPRD.

3.2 Telaahan Renstra Sekretariat Jendral DPR RI dan Renstra

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2023-2026, baik secara langsung maupun tidak

oy
sl



langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal
DPR-RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, karena secara
teknis Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tidak berkaitan
secara organisatoris (tidak ada hierarki) dengan Sekretariat Jendral
DPR-RI dan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal itu sesuai dengan
kedudukan dan fungsi MPR, DPR, DPD dan DPRD seperti yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Tetapi karena karakter
organisasinya terdapat kemiripan, dapat diperbandingkan sebagai
telaah/bahan kebijakan terhadap penyusunan Renstra Sekretariat
DPRD.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia hadir karena adanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Sehingga berbagai langkah kebijakan dan strategi
yang diambil harus selaras dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi penting karena kebijakan
dan strategi yang diambil oleh pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus mendukung visi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Adapun telaah Sasaran Strategis dam Indikator Kinerja
Sekretariat Jendral DPR-RI apabila dibandingkan dengan Sekretariat
DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut :

Tabel 3.1 Perbandingan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sekretariat
Jendral DPR-RI dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

Setjen DPR RI Sekretariat DPRD Kabupaten
N Banjarnegara
R Sasaran Indikator Sasaran Indikator
Strategis Kinerja Strategis Kinerja
1. | Terpenuhinya |Indeks Meningkatnya Indeks
kepuasan kepuasan kualitas Kepuasan
Anggota DPR Anggota DPR pelayanan dalam | Anggota DPRD
RI atas RI atas rangka
dukungan Layanan memfasilitasi
Setjen DPR RI | Sekretariat kegiatan-
Jenderal DPR kegiatan
RI Pimpinan dan




anggota DPRD
Kabupaten
Banjarnegara,

Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan
di Setjen DPR
RI yang
berkualitas

1. Indeks
ReformasiBi
rokrast;

2. Hasil
Evaluasi
Akuntabilit
as Kinerja;

3. Opini BPK
atas
Laporan
Keuangan,

4. Hasil
penilaian
tingkat
maturitas
penyeleng
garaan
SPIP;

5. Hasil
penilaian
tingkat
kapabilitas
APIP;

6. Jumlah
unit kerja
yang
mendapat
predikat
WBK/
WBBM,;

7. Jumlah
program
diklat
dengan
hasil
akreditasi
minimal
“B”;

8. Hasil
Pengawa
san
Kearsipan
Lembaga
DPR;

Meningkatnya
kualitas
pelayanan dalam
rangka
memfasilitasi
aspirasi
masyarakat yang
disampaikan
kepada DPRD;

Indeks
Kepuasan
Masyarakat

Terlaksananya
keterbukaan
informasi

dan

1.Hasil
penilaian
terhadap

implementasi

Meningkatnya
kinerja
Sekretariat
DPRD;

Nilai AKIP
Sekretariat
DPRD

S



pemerintahan standar
berbasis teknis layanan
elektronik informasi
publik;

2. Indeks
Pelaksanaan
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Daerah Provinsi Jawa Tengah, uraian tugas dan fungsi Sekretariat
DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan unsur pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tugas Sekretariat DPRD ini sendiri ialah
membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
dan keuangan, mendukung pelaksanaan DPRD Provinsi, serta
menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai
dengan kebutuhan. Adapun telaah Sasaran Strategis dam Indikator
Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah apabila dibandingkan
dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :



Tabel 3.2 Perbandingan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sekretariat
DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretariat DPRD Kabupaten

Banjarnegara

Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Sekretariat DPRD Kabupaten
Tengah Banjarnegara

No.

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Meningkatnya
Kinerja DPRD

1.Jumlah
Raperda
Yang
Disetujui;

2.Jumlah
Kegiatan
Reses;

3.Jumlah
Kegiatan
Kunjungan
Kerja;
4.Jumlah
Kegiatan
Seminar;
5.Jumlah
Kegiatan
Sosialisasi
Dan
Publik;
6.Jumlah
Kegiatan
Penyiapan
Pengkajian
Dan
Penelaan
Peraturan
Perundang-
undangan;

7. Jumlah
Dialog
Interaktif
Pimpinan
Dewan
Anggota
Dewan
Komisi
Fraksi DPRD
Provinsi
Jawa Tengah
Melalui
Media
Massa.

Uji

Meningkatnya
kualitas
pelayanan dalam
rangka
memfasilitasi
kegiatan-
kegiatan
Pimpinan dan
anggota DPRD
Kabupaten
Banjarnegara;

Indeks
Kepuasan
Anggota DPRD




2. Meningkatnya Indeks
kualitas Kepuasan
pelayanan dalam | Masyarakat
rangka
memfasilitasi
aspirasi
masyarakat yang
disampaikan
kepada DPRD;

3. Meningkatnya Nilai AKIP
kinerja Sekretariat
Sekretariat DPRD
DPRD;

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah

serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat DPRD
Kabupaten Banjarnegara tidak memiliki program dan kegiatan yang
terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus
mengenai hal tersebut di atas. Letak Gedung Sekretariat DPRD
Kabupaten Banjarnegara telah sesuai dengan peruntukannya,
sedangkan adanya belanja modal bangunan kantor hanya berupa
rehab gedung yang memanfaatkan tanah yang sudah menjadi asset
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu-isu strategis berasal dari identifikasi permasalahan pada

urusan yang ditangani Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara,
mempertimbangkan renstra dari Sekretariat Jenderal DPR RI dan
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan didasarkan tugas dan
fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara merupakan kondisi
atau hal yang asasi dan harus diperhatikan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.
Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah
keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian

yvang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan



menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada

masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

ditentukan dengan metode diskusi dengan melibatkan semua Bagian

di Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara. Dari diskusi tersebut

maka dapat ditetapkan isu-isu strategis sebagai berikut :

1.

Terdapatnya pemahaman yang berbeda terhadap interpertasi
pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga pelaksanaan kegiatan membutuhkan koordinasi yang
optimal antara Sekretariat DPRD dan DPRD.

. Kompetensi dan Perilaku SDM yang ada di Sekretariat DPRD

belum dapat mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang
dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD
(Sebagian besar hanya pada fungsi pengadministrasi).

Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang
tersedia.

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Belum tercukupinya tenaga ahli/kelompok pakar ahli yang
memiliki integritas, kompetensi dengan disiplin ilmu yang sesuai
dengan tugas dan fungsi dan wewenang Alat Kelengkapan DPRD
untuk melakukan pendampingan dalam pengambilan kebijakan
strategis DPRD.

Belum optimalnya pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme
dan prosedur kerja.

Belum optimalnya pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



4.1

4.2

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten
Banjarnegara
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi,
memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang
dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,
untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010).

Merujuk pada pengertian tersebut di atas, maka rumusan
tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten
Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten
Banjarnegara

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional,
untuk dapat dilaksanakanya pada tahun 2023 - 2026.

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD  Kabupaten
Banjarnegara;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD;

3. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD;

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD

Kabupaten Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam

Tabel sebagaimana berikut ini.
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Banjarnegara;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD;

3. Meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD.

5.2 Kebijakan
Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi

adalah sebagai berikut

1. Peningkatan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi penyediaan
peralatan dan perlengkapan kantor serta bahan logistik kantor
Sekretariat DPRD;

2. Peningkatan Kualitas pelayanan dalam memfasilitasi pengadaan
barang sarana dan prasarana pendukung Kkegiatan-kegiatan
DPRD;

3. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;

4. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;

5. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
pemeliharaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan
kegiatan-kegiatan DPRD;

6. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi

layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD;
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7. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD;

8. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
pembahasan kebijakan anggaran;

9. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD;

10. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
kegiatan peningkatan kapasitas DPRD;

11. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD;

12. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
tugas-tugas Kedewanan,

13. Peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi
penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat;

14. Peningkatan Kualitas dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

15. Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan administrasi
keuangan perangkat daerah;

16. Peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pendidikan dan

pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

Strategi dan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai
tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara ini
akan menjadi indikasi keberhasilan program dan kegiatan yang
ditetapkan dalam program kerja tahunan (Renja) sebagaimana

penggambaran dalam grand fold cascading berikut:
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Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, dari

Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara disajikan sebagaimana

tabel berikut :
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Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan 1. Peningkatan
kinerja kualitas pelayanan kualitas
penyelenggaraan pelayanan administrasi pelayanan
pemerintahan dalam rangka Umum dalam
daerah memfasilitasi Sekretariat memfasislitasi

kegiatan- DPRD penyediaan
kegiatan Kabupaten/Kota peralatan  dan
Pimpinan dan Meningkatkan periengkapan
anggota DPRD pelayanan dalam kantor serta
Kabupaten mendukung bahan logistic
Banjarnegara. pelaksanaan kantor
Meningkatnya tugas dan fungsi Sekretariat
kualitas DPRD. DPRD;
pelayanan Meningkatkan 2. Peningkatan
dalam rangka kualitas Kualitas
memfasilitasi dokumen pelayanan
aspirasi Perencanaan , dalam
masyarakat Penganggaran, memfasilitasi
yang dan Evaluasi pengadaan
disampaikan Kinerja barang sarana
kepada DPRD. Perangkat dan prasarana
Meningkatnya Daerah. pendukung
kinerja kegiatan-
Sekretariat kegiatan DPRD;
DPRD 3. Peningkatan
kualitas
pelayanan
dalam rangka
memfasilitasi
penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik ;

4. Peningkatan
kualitas
pelayanan
dalam rangka
memfasilitasi
penyediaan jasa
penunjang
urusan
pemerintahan
daerah;

5. Peningkatan
kualitas
pelayanan
dalam rangka
memfasilitasi
pemeliharaan
barang milik
daerah




penunjang
pelaksanaan
kegiatan-
kegiatan DPRD;

6. Peningkatan
kualitas
pelayanan
dalam rangka
memfasilitasi
layanan
keuangan dan
kesejahteraan
DPRD;

7. Peningkatan
kualitas
pelayanan
dalam rangka
memfasilitasi
pembentukan
peraturan
daerah dan
peraturan
DPRD;

8. Peningkatan
kualitas
pelayanan
dalam rangka
memfasilitasi
pembahasan
kebijakan
anggaran,

9. Peningkatan
kualitas
pelayanan
dalam rangka
memfasilitasi
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan
oleh DPRD;

10. Peningkatan
kualitas
pelayanan
dalam rangka
memfasilitasi
kegiatan
peningkatan
kapasitas
DPRD;

11. Peningkatan
kualitas
pelayanan
dalam rangka
memfasilitasi
pelaksanaan

dan pengawasan
kode etik DPRD;
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12.

13.

14.

15

16.

Peningkatan
kualitas
pelayanan
dalam rangka
memfasilitasi
tugas-tugas
Kedewanan.
Peningkatan
kualitas
pelayanan
dalam rangka
memfasilitasi
penyerapan dan
penghimpunan
aspirasi
masyarakat.
Peningkatan
Kualitas
dokumen
Perencanaan
Penganggaran,
dan Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah;

. Peningkatan

kualitas
pelaksanaan
kegiatan
administrasi
keuangan
perangkat
daerah;
Peningkatan
kualitas
pelaksanaan
kegiatan
pendidikan dan
pelatihan
pegawai
berdasarkan
tugas dan
fungsi.




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana pogram dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 - 2026.
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
Dengan demikian program perlu dijabarkan kedalam kegiatan dsan sub
kegiatan yang terukur Kkinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga

perencanaarn anggarannya.

6.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-
2026
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat

DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun
mendatang adalah sebagai berikut :
1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota,
dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah;
2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2
(dua) Sub Kegiatan yaitu :
1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD.
c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 3
(tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
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2) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;

3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga)

Sub Kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

3) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik;

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya.

h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan 3

(tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;



2) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD.
2. Program Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD,
dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, dengan 3 (tiga)
Sub Kegiatan yaitu :
1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda;
2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan;
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan
dan/atau Naskah Akademik.
b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan 6 (enam) Sub
Kegiatan yaitu :
1) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS;
2) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS;
3) Sub Kegiatan Pembahasan APBD;
4) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan;
S) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester;
6) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan 6
(enam) Sub Kegiatan yaitu :
1) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Pemerintahan dan Hukum;
2) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Infrastruktur;
3) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Kesejahteraan Rakyat;
4) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang
Perekonomian;
5) Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;



6) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung
jawaban Kepala Daerah.
d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan 6 (enam) Sub
Kegiatan yaitu :
1) Sub Kegiatan Bintek DPRD;
2) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
3) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
4) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat;
6) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD.
e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat,
dengan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
1) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses.
f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dengan 1
(satu) Sub Kegiatan yaitu :
1) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD.
g. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, dengan 4 (empat) Sub Kegiatan
yaitu :
1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas
DPRD.
2) Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD.
3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
4) Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

6.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat
DPRD Kabupaten Banjarnegara

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD

Kabupaten Banjarnegara tercantum pada Tabel



L]

£8 SE8'CE

jexereisEp
uesenday syapup

ueffeduesip
Fued
JexEIBisEW
sexdse
ISB[JSBJaW
eyfues
wre[ep
usuederad
sEjTeny BAU
TeyAuTuap

sofirog

1=

g BLL'OL

axda e108duy
uesenday syapul

]
refaure(ueg
uayedngey
qadd
w08fue uep
uBupduwg
ueyeEa
-ueieday
1SE}I[ISEjWIwW
ayduar
werep
usueig|ad
sEjEny BAu
TeqBuluaw

YEIIED UBY
Bupawad
uEes
wFdusaiuad
Bl1aupy BAU
Texduuay

quavnf-Fu wlimy fnf) dy | efiey | (wnf) dy ylrey

nffuvusy y

aewp
yeBunaed
wfoy
wen

uerupueg exfuniey wep meiloxg wfrouyy 108y

PR

~ [3ndIno)
ugjuiBoy
qns uep
(3ndyno)
ueyedox
‘(emroono)
weiloig
efxoury
Jo3eqpul

usjefoy
qng wep

weg
9202C-£20C unye],

viedourefueg uajednqey
Add jelrelanas ueeuepuad uep ‘uereseg jyodwolay ‘efroury 10jeqipu] ‘uejerday] ‘weirdord euedoudy

1°9 1°qeL




tis

uBuUNENAUIg
ISBUIPIOOY
niseH
uelode] uep
adMs efauny adys eloury
ISesERy 1ses|[eay JesnuN]
TesHUH] uep Bl1aury
uep efioupy | werede) usiodeq
_— o uerede) weunsniuad
wwp Wy usmTe nyog Lol L nyeq usmmyeg ueroder] UED [SBUIPIOON
uwiBeg a1 b o1 4 1 + z1 + 44 ) uSmTOg b yejwnp uBleday qng
yeiRQ
yrae( Teydueiad
1enBuetag UBBUBIUIIG
RS ot o UEBLEIUIIA] uawnyod
wep mnmn usmnAoc] nyeq usmTeg nopeq ustmnyod uswnyog uBuUNSNALtag
ueideg 1z a1 1% a1 114 14 &1 a1 81 91 uaoned 91 yspunp usje@ay qng
unsnsip
Hued yuioep
1eSueiad
Blau YBIIE(]
wen[eas uep | yeyBuelad efauny
uereffueduad ISEN[BAY UBp
vy ‘ugeueoualad ‘rereFBueiuag
uep Tmmp uIwnjop ‘UBBUBIUAIA]
merieg L8 26001 LE %001 e %001 1€ %001 3 %001 001 I8BIUISIA] ueeday
Bjoy/
uajedngey
aydd
JeLEjanag B0y / uaredngey
wnuin a¥dq 1ereanag
— Isens|uwpyY wnuin
wep wnmp usynuatlag IFansiunupy
weiBeg PE'8E | %001 Pp68E %001 060°LE 96001 pEege | %001 ZYIEE | %001 %001 IBIUIBIA uresdoid
‘addd
BT e £
(ag) (a8l (agl (ag) (8 fa) Q¥dQ 1eLERneg ofous
s ¢ L gL gL 1e'e9 dDIVS [BIN eAmEyiuIuan
adda

epeday




ERSURIpY
wefwenay teIngay s jeyBunsag
awp mnumy q 4 W B TuTHIpY
ustBeg 41 R UeEIa] ey
TEHET]
P WeIPPUSd wHung wep
nnyBusm Fued wwlin | weReEwRIag
weBmEnay miung uwp weling ruwuia tiynEiad
TSP amuny exreNEpIag TP TEATPTPURd
ueieg 681 maeBag Qe @y ans
remuBag
wlieury UsEUag reeda g
i | uep wnpeag | ehoury weneruag uep
wep wnmp “Bursayy weneag ‘Bupte
weyHeg UAWN{OQ YN, weprley qng
unremeBoday uurameBaday
wensiuTmpY ERnSTURIpY
meBuwenay uwipeofuag uwEauag
wep mmmn D teeEpUEad Uwp WeEpUad
wereg uImnog] yemn uewiay qng
mnadisn Buek
yesawp pexBumsad
uepsedaday
RSP uiaeg eRBuRlag
tefmEnay mange : d
uep umwmn q d TRy
ueifeg ;I wepaday
Q4N weBusnay | ad¥s weBuenay
wuyLay meinBuag ey, wetfnfuag
ueBuenay wep TN UM RN TGS
wEp mmmn UEELERTETE L] A
e fog] yermny fBay qns
NEY tafefun
meFmenay wep e &y weiuufuny
TP W s Fued uwp tfen mmpaduag
ustieg 695k fumig geqmnp uepeday qng
yerawp jeyfneiad
wefuenay
DT yuiaEp
UEp wWhnmn q 4 T
uetieg 0L IR eperiay
adys efaury
IsBs{TEay
Jes[IUN]
uep Bl1aupy




wefuenay % - N
WP mninn [ EEpadag wsE[ UwETpadusg
werieg 881 wesode] qeTEn, wwiEay qng
UTENETp
Bued qezswp
wetEuuaaed
uestun Buefimoaed Yesae(]
wwe[ mewppakuad Hatmag
tefrenay zodu] s
TP wnm | i funuag esep
weBeg L85 %001 098 %001 € 1 Auiag weneriay
reETpasiq
Bued wdume] Auume] weunBoeg
weuniueg e JoyEy
e Jojuwy Bunpap Furynpuad
ueHuEmay Bunpan d d wep
WHp wWnwn WP wuRneg wirereg eupeiag
ey ) qEEmn werelay qng
weepestp Bued
eBuenay BAUUTE] Umap BAUIe] Umagy U
wep wnumn oEp 'd Tesag Uwepel
ey ot s ozt L qeErEne eeiBay
ey
Buwd yurmeg
qRuEamag
TN
Buefumirag yesaeg
MW Suereg
wrepEBuag EaAR(] YEULAmag
ueBuenay uwyTIngeN mesrun Suefmuag
uep wWnn uynuemad erew Ay Fuereg
uwiieg 08§ 9001 %001 d fuag 8
ads vped
wedhmnay sqwtg disry Qs wped spureurp
WEp Wnwn M drere "
wiBeg 92 a yermng qng
UHENETpINTD
ueFoena)y Bued s0mey 0wy NnEBo)
wep wmun yneor] vy g paduag
ueeg oEw 81 [T 81 1eg yenump ang
eeIpasTp
fued oy J03uEy
meFmenay i up
mep W wep d Tpaduad
uereg 134 1 4% 1 19ed yepEm ey qng
Pyt
Fuwd yeasep
wmnwn




weffrenay veoede
T adda
UE T, wep weiuena:
I UIR T e Ce] wRTeiEay
FERET R
fermynadiq e fuure]
Fuef wiuume] weuniueg vep
ueuniueg 1opnny Bunpag W

Sunpag gepmnp
wreyradio e
Brred waume] WBIN WED URIRTEII
umay wep ey
UEpeTEIa] qETEN wemiay qng
B
BAEUTLA] TR e prucwesado
qefeg weredeqig ST WeRIepUSY
wwp wreynedig TR D
Bued weBuede] Mefeg ‘ueneyRamag
neme puoweradg wlwig ‘TR
SUUI(] UERIEpUaY wEep wEeTpaag
yeErmne
Aopefed weRgE S
Tedeqp wep UERIEPUSY NETe
wreyredp Fuel sy uefmeniag
wereqe[ BULD PRy

UERIBPUIY IR Hefeg 'URerEURImag

RS e uEwpaiuag
yermn weiwiEay qng
Pyrad.s
Bued yetan
UEyEIUHImag
EeT;
Buwfimuay yeaseq quiaeg
AN Fuereg TR
eIy s Buefumuay
mEgqrungay eI XMW
weynuwawad | Fuemeg uwesegpawad
annuasiag iy
UENETRITR
Bued qouey Jouey
ey et lerag Wy teuede]ag
e wwEpaiuag e IRpaAUad
wesodw] werum e treyerfiay qng

Fued yiney] wep
Iy e lequng e} wep Iy wieg




usBuepun

-“Fuepuruag Huepuniag weyfey
uep mediy wefey e reffuataiag
ey o0ss 008 ustITOlo(] yEpmnL weperEay qng
weluepun

“Buepunuag epiagd tsieotmey ®piag UEHURItEy
wep Tedey ueyRqay [EeH URSWLEG A
usiieg 08zt 081'Z 6YO'E foq] yenmny By qng

unsnsrp Bued

audq merngesad

e wpied

meFuepun ey nyuaqmad
“Huepuniag T a¥da d Tep
wp pedey wpaag d
ey 1Z6'€ %001 1 688'E SeiusIad ureloy

{adxu)

WU | EUBIUSY

usmeg

undnem

(irdy) weumqey

] SRRy

usmTAeg

ETR wenaFiny

BNy uep “wplag

UET UG Way

m3uny

‘mesemeiuag

mHuny

e

Aruun gudd eley
LELIE S we Bl e ol qudq sy wep
1 wetdeg i dnupa Wl g
nmag 9'1E 1 90908 %001 | vE9SL 069'8 UWp UMSNEIAL weBunang weafoid

auda
ueFmenay dn 7aayD mopay auda 9n 3ago
uBp W Broffusy Buwk | Eope wewuRENETad
wetieg 18 08 6t Fuwip yerwn, uereilay qng
usyTpeerp el auda
mefunay aHda Inquy wep QLY UEp S
uEp wnwmpn FB UerEe TRy UEETpaduay
werfeg L1€ 1 8L 1Rd yepunp ueerioy qng
Qudq welwenay O¥dq weluenay
uefwenay Y warpeUem RnSuRTpe
wep mnw Fued quda uwereFBusieiuag
uetieg 508 0Sh6E o8 0S0°82 L9z _| oy yemmm uspEtiey qng

mqruadsay

Buwd quda




ereiRERua g ey wesod uereiRusiaiuag
i weynusmad resemeiuag
ustieg 620°1 £88'l 6L oemuasIag |
uesesnFua]
wep o aedy ue agdy
emefFueduay qeseFunFFueiiag weqeme BunITRuanrag
WS ] UEFELR W] IS ueweyEqUOag
weBeg 568 ose ang
JaNIWIE
mesemuBuay Iad Agdy
uEp u UHSUNE eI
eeffueiuay ey ueiode rmmveg uesode]
e g UBSELRqUA] [IFeH TeSHTNGmag
weiBeg 4 oz uAmnAo(] HeTmn, weRgEay q
Uersumeiua]
wep u
wanifiaiog QEdV teEqrIag g rag
I UEEEeq WA WeH HdY WESEiEGmad
ey 068 09§ PES 605 13y qn
mewemeiuag
mep u
emifueiuag asdy
mEsey uEREEGm@ag [EeH dady ueweiequag
wuBeg SuL opl S04 048 HaunNoq yepmny By g
weswsmuiua g BvYdd
wrp u BRG] Wep B¥dd UERGTIS]
et VNN weyeqriag WP VAN trqeqniad
ey UBSELRG WA e USHE @A
werBeg 008 Lt (31 foq yermnp uewiEay qy
eremeiuag
wEp u
ereiSunduag SVdd wep vy B¥dd tp
it | UssEURq WA [WEH VNN e Eag
wetieg 579 565 £95 SE8 wmiiay qny
unsnsp
Fued veneEiue
uEsRmMERUa] e figedy
uep u waweyRqmad
erfBuefuag uowmqep |  uemERuY teefigay
ey il i peqmiag
weieg LOP'E 44 880'C awwiuRsIag weyeiay
R AEPEY
Bued yromepmry quREey nere /uep
yeAwEN neme /uep ueFmnay
uRFmpun mfueiney Jueswialuag
“Bawpuniag nele ueeafiuag veumeniueag
wep yedey weunmTuad IEeH wewe
wnieg 090’1 ] yermnp i qng




wefwEnay oAWTHOP ¥da epmedey
uep wnmn weynuatad teyexBuTLag
g D60'% i ey
yesse() wfeday ue
quaeBumERunIag
esemERuag weBustaay
uep U ursode] s ereday
eruRBusiuay i TR | fumBfuwaay
ey ¥ ] uusode]
eBeg Hermne A d
weBrenay
d repeg uB d
Yoo teBrenay uwpeg yajo
wesmEETa] wezode] wefuenay wesode]
wEp U uEeR LA [VH UL
wreRAmE,) fure] qepulL [ anfue
mE uewameBuag [WeH Aupin) inmtaeiuag
uetheg Q yermnpy 1Bay qng
uenmoueatag
Tesnaaivad Freprg ROl
uep u ELIEAR T e #ueprg
ereFimEuay uBsTUn TR A
e uwemrBuag Ise wewn | wEesEiuag
uerieg usoder] yepamy qng
ey
e ay Oy
uesemeFuag Bueprg el e feay
wep u URUIEa] Suwpig
ereEduERua umsnIn UL ARG
wee ] wesRmEBu [FEH ) veemeiusg
| ol welodw yeT@ne ety qng
mnnsegu
weremBSuag Fuepig
uep u wmUIeamag | niyneegu) Beeprg
wrefduefuay wesnIn WEYEI S
wEEe wewRMEEUA] [EUH e twemaBuag
uerBeg ogg esodu] ermm weeriay qng
wnnH
TR U U wnynH
ueFemERUIg Buepig D WU
wp u wEnupamag Buwpig
erefiuefuag UBETL WL LA
EmmEe uesemaBuag pEey ueaT) Ueeemeiuag
g [ weaode] yEr@ne weyeriay qng
umsnsesan Boed
ey uusad
uesemEiuag e e BRuaaiuad
uep u wBuad




13

sasay UveuEsead
usprlay qng

THdQ meupfld qopod
“H00g TWUTETLAUD]
weyerday qng

£98°L

Teyesw sy e ey

Ss¥

adda wlay
mesfoly veunaniua]

ang

S68

JeqereiEel
wefungny

S92

414

ez MY

Y g,
wep neid Nodmopay

¥SE

TeMmaC] EnUETEnRog]
NP EEAAY N

0681 9

audd




96926 | | Bees =30
ueEuepun audda
“Suspunaag meudmyg seng Qudq weudigg
ep pedey e ey sefing memee
usgieg 09t usmmAeq Yermne teguiiay qng
qeremeisnjy
uefuepun uwpeg weliin, YuneswARn Y Uepeg
-BumpuTuag Te19d wefing a3
wep peding P SR ey
uwiBeg DER usmnRoq qepEn L weperlay qng
uransp Fued
meBhmpun audq eheuny
-fuepuruag wep ueduRFuaay dudq wleury
wep Tedey ey el | welode] meimeniusg
uetleg 98T weodw] yurwn M ang
aQudq "eBn] ayda
meBuepun UL A welin |, ineumsawiag
-Buepuniag EEINSUOY Uep EEnEuey
ump yediy WIpIooy [eH U WWTpIey
s £oT'E 0S0°€ L 100 Yewm] fBay qn
UTENETp
Bued qudg
mefmepun wuling e
-FuBpuTUag uesode]/usmmiop
e yedey uynusmad auda wefing
iy %001 U e uBay
uEERmERUD g
uep u
ereifuefuag ¥da XR3 epoy audd ¥pd
wee umamufiuag pevy apoy meweseluag
werdeg 069 859 resode] qemng iy qng
unsTsTR
Bk quda Ape
wesemeBuag apoy tesemERuag
mpu D T adda AP
erdueius uerode apoy wewwmeBusg
Lt mynuamad TP UReUER[a
uerieq 069 001 859 d ey




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP
No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam
dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja
sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi.
Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan
dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan
indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja
penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai
ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi,
tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

Kondisi Target Capaian Setiap tahun

Kinerja
da
5o Indikator Awal | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Periode
2022
1 Persentase Pemenuhan Administrasi 100 % 100% | 100% | 100 % | 100 %
Umum Sekretariat DPRD Kabupaten
2 Tersusun dan terintegrasinya Program- 100 % 100% | 100% | 100% | 100 %

Program Kerja DPRD untuk melaksanakan
Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan
Perda, dan Fungsi Anggaran dalam
Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM)
maupun Dokumen Rencana Tahunan
(RKPD)
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tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026.
Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program
dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Sekretariat DPRD
Kabupaten Banjarnegara wajib berpedoman pada Renstra
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan  efisiensi
penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan  serta
memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat DPRD
Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan
kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat
nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan
kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten

Banjarnegara tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan

pengabdian dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten

Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis

Pertanian "dapat tercapai.
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Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara Tahun
2023-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran program, dan arah
kebijakan serta strategi pencapaiannya. Renstra akan menjadi dasar
dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja
selama kurun waktu tahun 2023-2026.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang akan direviu
secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan
perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah
kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dan perubahan
struktur organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten
Banjarnegara.

Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD
Kabupaten Banjarnegara harus berperan aktif dalam pencapaian
target yang telah disusun. Segala bentuk penyusunan rancangan
program kerja dan anggaran harus mendukung pencapaian target.
Pelaksanaan Renstra akan dilakukan monitoring dan evaluasi (monev)
secara berkala sehingga secara rutin akan terpantau terkait dengan
pelaksanaan capaian akuntabilitas kinerja yang berkorelasi dengan
pelaksanaan Renstra.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis
(Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 -
2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagian-bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara
agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan
melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra
dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Bagian-bagian pada Sekretariat
DPRD Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan
kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara akan
dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD

Kabupaten Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan



tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026.
Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program
dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Sekretariat DPRD
Kabupaten Banjarnegara wajib berpedoman pada Renstra
Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan serta
memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat DPRD
Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan
kegiatan Renstra secara berkala.

S. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat
nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan
kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten

Banjarnegara tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan

pengabdian dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten

Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis

Pertanian "dapat tercapai.

NIP. 1720918200501 1008
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